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ABSTRAK

(Rifki Muzwara, 1910113097, Busyra Azheri, Andalusia, Fakultas Hukum
Universitas Andalas,71 halaman, 2024)

Sebagai upaya meminimalisir terjadinya resiko kredit macet, maka dalam perjanjian
kredit terutamanya pada lembaga perbankan diterapkanlah sistem jaminan. Jaminan
dalam kredit perbankan mengenal 2 (dua) bentuk jaminan, yakni jaminan kebendaan
dan jaminan perseorangan (personal guarantee). Dalam konteks jaminan perorangan,
seringkali ditemukan guara P alke=hak istimewanya serta berusaha
melepaskan dirinyz=dar 3 nanggung=atas utang debitor
utama. Padahal ba ahggungan adalah
suatu perjanjian d |l| utang (kreditor),
mengikatkan diri ' tuk memenuhi perikatan st berutang (debitor) i inakala orang ini
sendiri tidak me |E uhinya. Maka‘prinsip penagihan sekunder tetap Berlaku meskipun
penjamin telah melepaskan hakdistimewanya. Salah satunya sebagaimana terdapat di
dalam Putusan li 441K/Pdt.Sus/2012. Berdasarkan uraian di pfas, maka pokok
permasalahan yahg hendak dibahas adalah: perfama, bagaimanakah pertimbangan
hakim dalam meénjatuhkan penolakan gugatan atas personall louarantee yang
melepaskan hak fstimewa? Kedua, bagaimanakah akibat hukum Pégsonal Guarantee
yang melepaskan| hak istimewa dalam kepailitan' debitur pr a Putusan No.
441K/Pdt.Sus/20022, Metode. penelitian yang digunakan adalah! yuridis normatif.

ketentuan Pasal 24, jiincto/Pasal8 %yet[gﬁ)@gqq{lrg\-‘[lndang Nor37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Pe nda?.% K ewaj ibari Pembayaran 'ﬁtan'g. M\ad!e,hs Hakim juga menilai
bahwa pengajuan Kasa *h-Mario~beol tidak~tcpat-karefia berdasarkan secara
limitatif Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang@iNeé=-3"/ Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah menetapkan bahwa terhadap putusan
penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun.
Kedua, akibat Personal Guarantee yang melepaskan hak istimewa dalam kepailitan
debitur pada Putusan No. 441K/Pdt.Sus/2012 adalah melunasi seluruh kewajiban
hutang debitur (PT. Casa Bella Indonesia), baik kewajiban hutang pokok, bunga, denda
bunga, provisi, komisi, dan biaya lainnya sekaitan dengan pelunasan hutang tersebut.
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